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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU PROVINSI RANTEN
NOMOR : ST/VTOPSMA/DPMITTSE/N 2020
TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL ATAU PENDIIAN SEKOLAN MENENGAIT ATAS
KEPADA SMA AL-NAYVYINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADI SATE PINTU
PHOVINSIDANTEN

! A bahwa dalam gthn meneendnskan  leehidopnn bangen  dengan memberikan

Menimbang
penahaman Qoo pendiditom, aehiga dapat menclptaknn peseetn didik yang
ptar dan cenlan;

b bahwa Bendasmlan mont dinl Kepnla: Dibna Pendidiknn dan Kebadayaan Presins)
Danten Perinl Relewnendanl, perta dibiertkan 120 Operaatonal Sekolah Menengah
AMns;

e bahwa berdasarkon pertnhmngnn nebagatmar dimaksud dalam harof a dan huruf
by perthe menetaplon Keputumnn Kepaln Dinan: Fennniman Modal dan Pelayanan
Terpadun Satn Piatue Provinst Binten tentang 'emberinn 1zin Operastonal  Sekalah

Menengah Aas,

Mengingal ) 1. Undang-Undang Nomor 23 Talwn 2000 tenlang Pembentukan Provinsl Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naslonal
(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-lUndang Nomor 23 Taliun 2014 lentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 5587) schagaimana Lelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undiang Nomor 9 Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 5679);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tenlang  Pengelolaan  dan
penyclenggaraan  pendidikan  scbagaimana  lelah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintal: Nomor 66 Tahun 2010 lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157):;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5670 );

6. Peraturan Preslden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menleri Pendldikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 lentang
Pedoman Pendiran, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar lla;l
Menengah {Berita Negara Republik Indenesta Tahun 2014 Nomor 607)
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& Pernluran Daerah Provins! Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintn ol Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsl Banten Tahun
2011 Nomor 7)i;

Q. Peraturmnn Dacrah Provinst Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembarnn Dacrah Provinat Danten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembarmn Daerah Provins) Nanten Nomar A4);

10, Peraftnn Daemb Provingt Danten Nonmor B Toalmn 2016 tentang Pembentukan
dan Sumnmnn Peongtlant Dacenh Provinal Binten (Lembarnn Daernh Provins! Banten
Tl 2000 Nomaor 0, Tambnhinn Lesbarne Daerndy Pravinal Banten Nomaor 66);

V1. Pernturnn Gubernn Nomor 26 Taluin 2002 teataog 'etunjuk Pelnksanaan Peratluran
Daernh Nomor 7 Tnhim 20010 tendnng royeleagymrnnn Pelnyinan Terpaddin Sata Pinta
A B Penanmmnn Modat (et Doerah Proviost Banten Tahun 2012 Nomor 25)
webapntmnnn (et dinbah dengan Peealinsn Gubernare: Namaor 1L Tahun 2015
tendong Pertbahinn atns Pernbiann OGaberne Nomor 25 Taliin 2012 tentang
Petunule Pelalaannon Pernturnn Daeralr Ceovioal Danten: Namar 7 Tahun 2011
tentany Penyelemymennn Pelaynnnn Tevpndu Sulne Platu (Merita: Daerah Provinsl
Nanten Thon 2012 Nomor 11);

12, Pevvturmn Guberone Bantens Notor 760 Tulinn 2010 tentang Pendaftaran Wajlb Pajak
Cabang/toknal Bagl Pelaka Unatine yiigd Melalaikan Ui dan fatau Pekerjaan di
Proviosd Vaaten (Bertta Dierab Provins Danten Taboan 2016 Nomor BO);

13, Peratumn Gubernue Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungst, Tipe, Susunan Ovganlsns) din Tatn Kerla Perangkat Daerah Provinsi
Banten (Rerita Daernh Provinst Banten Tahun 2016 Nomor 83);

14. Peraturan Gubermur Banten Nomor 5 Tahun 2018 lenlang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggarnan Pelayanan Perlzinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berdta Daerah Provinst Banten Tahun 2018 Nomor 5):

15. Peraluran Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2018 lentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten (Berita Dacrah
Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 22).

1. Sural Kepala Yayasan/SMA Al-Bayylnah Nomor 06/YIH-ALBA/X/2021 Tanggal 11
Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Al-Bayyinah yang diterima
tanggal 13 Oktober 2021 ;
Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provins! Banten Nomor 800/2366-
Dindlkbuc /2021 Tanggal 14 Okotber 2021 Perihal Rekomendast Teknis yang diterima
tanggal 15 Oktober 2021.

<

MEMUTUSKAN

Memberikan [zin Operastonal Sekolah Menangah Atas (SMA) kepada :

a. Nama lembaga/ Yayasan : YAYASAN INSANUL HAQ

b. Nama Sckolah : SMA AL-BAYYINAIT

c. Alamal :JL. Cisoka - Taman Adlyasa Kp. Bunar Kcl. Sukatani
Kecamalan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

d. NIB : 0236000912742

Pemegang/penerima izin sebagalmana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan : :
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KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

KEENAM

KETUJUH

1 melaksanakan proses belajar sesuial dengan kurtkulum yang berlaku:

2 mengirimkan laporan seeara berkala sesual dengan ketentuan menurut model yang
ditentukan;

3 mengajukan permohonan perpanjangan ljin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum masa berlakunya berakhir:

4 mentaati kelentuan peraturan pcrund:\ng-undangnn.

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. dinyatakan batal apabila :

1 tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar:

2 tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan
secara tertulis;

an Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah

an sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar:

anakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

3 menurut penilal
yang bersangkut

4 tidak mematuhi/melaks:
berlaku.

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindah

pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
a dimaksud dalam diktum KESATU sclama 3

tangankan kepada

Masa berlaku izin operasional sebagaimans
(tiga) tahun.

Pembinaaan, pengendalian dan pengawasan
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) te

Pokok dan Fungsinya.
Keputusa.n ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

'

terhadap izin operasional  sekolah
rkait sesual dengan Tugas

" Serang, 25 Oktober 2021

Ditandatangani secara elcktronik oleh:
: Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
’ Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 197007211991011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

ISRV R

Gubernur Banten;
Wakil Gubernur Banten;
Bupati Tanggerang: -,

Inspektur Provinsi Banten:

V

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Ll
- Dokumen ini telah ditandatangani s
- Surat imt dapat dibuktikan keasli

ektronik dan‘atan hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yvang sah'
veara elekrtonik menggunakan “Sertifikat Elektronik ™ vang diterbitkan RBSrE
jannya yang terdafiar di hups:/sipeka.bantenprov.go.id. (scan QR Code).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KI'31)

JESyehh Nawaw s AL Bantane Palima - Serang — Banten telp (0251 267064, 267065, 267066

Serang, 12 Oktober 2021

Nihoo kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpado Satu intu
di
Tempat

REKOMENDASI

Nomor 8009346« Dindikbid 202

Nemperhatihan siat Kepala Dinas Pennnamian Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pinta Provinst Banten Nomor S70 7 2858 7 IFISP-DIMP ISP 2 HIZ2021 tanggal 22 Maret 2021
penhal Peomohonan Rehomendasi Pemenuhon Komitmen Sekoluh Menengah Atas (SMA)
Swasta yvang digukan oleh

\ | ' NOMOR

'NO YAYASAN NAMA SERKOLAN KAB/KOTA INDUK
|  BERUSAHA

l |
| —— SR —— KABUPATEN
| 1 INSANUL HAQ SMA AL-BAYYINAH TANGERANG

0236000912742

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dengan ini memberikan
dartar tersebut diatas, dengan pertimbangan sekolah tersebut telah memenuhi :
1. Berdasarkan berita acara hasil verifikasi Nomor : 900/029-Bid. SNA12021 yang dilakuhan
oleh tim verifikasi dan Kajian teknis lapangan usulan penerbitan Perpanjangan Pemenvhan
Komitmen Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinst Banten di SMA Al-Bayyinah pada tanggal 24 September 2021 dapat disimpulkan:
a. ldentifikasi Sekolah sudah sesuai dengan Standar Penilaian Verifikasi
b. Pernyataan adanya sekolah sudah sesuai Standar Penilaian Verilikasi dengan skor sebesar

83 (Sangat Layak)
c. Berita acara verifikasi telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi
Pada prinsipnya kami mendukung dan menvetujui  untuk  diberikan  Rekomendasi
Perpanjangan Pemenuhan Komitmen SMA Al-Bayyinah. selama tiga (3) Tahun vang nanti
akan dievaluasi kembali.
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana fmestinya.

19

mroma Ultama Madyva
NIP. 19680712 199412 1 003

Tembusan Disampaikan kepada:

I. Yth. Bapak Gubernur Banten;

2. Yth. Bapah Waukil Gubernur Banten;

3. Yt Bapak Sehretaris Daerah Provinsi Banten




